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FRAKSI AMANAT-DEMOKRAT
DPRD NGADA 
DALAM RANGKA MENANGGAPI PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2026


Yth. Bupati dan Wakil Bupati Ngada
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Ngada
Yth. Penjabat SEKDA Ngada
Yth. Para Staf Ahli Bupati Ngada
Yth. Para Asisten Setda Ngada
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Ngada
Yth. Pimpinan BUMN/BUMD 
Yth. Para  Camat sekabupaten Ngada
Yth. Bapak/Ibu Penjabat Kepala Desa, Kepala Desa dan Lurah sekabupaten Ngada
Yth. Saudara/saudari Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Ahli Pimpinan DPRD Ngada
Yth. Rekan-Rekan Media (Cetak dan Elektronik)
Singkatnya Bapak/Ibu, Hadirin Sidang Dewan Yang Terhomat
Shalom
Salve
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Swastiasu
Namo Budhaya
Salam Kebajikan
Selamat pagi dan Salam sejahtera buat kita semua

       Pada tempat yang pertama, Fraksi mengajak kita sekalian menaikkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Atas Berkat dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita boleh hadir kembali di ruang paripurna terhormat ini dalam keadaan sehat Walafiat. Fraksi menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kami Fraksi Amanat-Demokrat untuk boleh menyampaikan sikap dan tanggapan kami terhadap PENGANTAR NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA APBD NGADA 2026 yang diajukan oleh Bupati Ngada agar menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat Ngada. Fraksi juga patut menyampaikan atensi, apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Ngada yang telah mengajukan dokumen Ranperda APBD Ngada 2026 kepada lembaga DPRD Ngada secara baik dan tepat pada waktunya. Hal ini menunjukan semangat kemitraan yang baik antar Bupati dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Fraksi Mengapresiasi kepada pemerintah atas Pembangunan jalan hotmikx jurusan Rakateda 1 - Watunay Kec. Golewa Barat, Penanganan bencana longsor dan pembersihan badan jalan khususnya Wolongizu Golewa Selatan, Pelaksanaan Vestival Budaya/Gayain 27 September 2025 dan sejenisnya, Layanan BPJS ketenakerjaan dan kesehatan menuju Kabupaten Universal Health Coverage (UHC), terimakasih kodefikasi lapak-lapak penjualan di pasar Malanuza untuk memastikan retribusi pembayaran sesuai Perda 1 Tahun 2024, pemberian Insentif RT, bantuan Saprodi pertanian, perikanan, peternakan dan dukungan bidang keagamaan/Sosial, olahraga, seni, PIP daerah, Pemberdayaan UMKM, Pengiriman 152 anak Ngada kuliah di ITS Mandala Jember dengan besaran 9 miliar tanpa dibiayai APBD Ngada, penataan jalan dan lampu dalam kota Bajawa (Soekarno Hatta)" Fraksi Amanat- Demokrat juga menyampaikan selamat berjuang bagi PSN Ngada dan PS CITRA BAKTI NGADA yang telah berhasil menduduki posisi unggul bagi PSN Ngada, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di ETMC, berhasil meraih kemenangan 2-0 atas PSKK Kota Kupang dalam laga babak penyisihan Grup B,dan PS Citra Bakti Ngada (CBN) mengukir hasil dramatis dengan menundukkan tim tuan rumah, PERSE Ende, dengan skor akhir 2-1 dalam pertandingan pembuka turnamen ETMC ke 34 di Stadion Marilonga Ende. Bila dalam ETMC ke 34 ini PSN NGADA ataupun  PS CITRA BAKTI NGADA meraih juara maka semakin mempertebal persepsi publik NTT bahwa Ngada adalah Brazilnya NTT. Kita memang memiliki ekspektasi ini, tetapi Fraksi tetap berharap agar kompetensi meraih juara jangan sampai mencederai rasa persaudaraan diantara kita. Fraksi berharap agar dalam Liga ETMC Ke - 34 ini, baik Panitia maupun peserta harus bisa menjunjung tinggi semangat yang diwariskan oleh Uskup Agung Ende, MGR. Paulus Budi Kleden, S.VD dalam Motto Thabisanrya sebagai Uskup yaitu Peliharalah Kasih Persaudaraan. Kita berkompetisi dalam lapangan dua kali empat puluh lima menit, tetapi persaudaraan diantara kita sebagai keluarga besar Flobamora sepanjang waktu.
Melalui mimbar yang terhormat ini, Fraksi ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November, kita mesti menghormati dan menghargai jasa-jasa para Pahlawan yang telah mempersembahkan diri untuk membangun Bangsa Indonesia pada umumnya dan kabupaten Ngada khususnya. Fraksi juga ingin mengucapkan selamat memasuki Masa Adven, semoga waktu ini dapat kita manfaatkan untuk menyucikan diri agar boleh menyambut kelahiran Sang Juru selamat dengan batin yang damai dan penuh sukacita. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Ngada khusus dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana pasar rakyat Malanuza mendapat Peringkat Tiga sebagai PASAR RAKYAT DESA MALANUZA KECAMATAN GOLEWA dalam Perlombaan pasar pangan aman berbasis komunitas regional timur. Sekiranya dengan prestasi ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk merumuskan kebijakan anggaran yang memperhatikan infrastruktur pasar Malanuza dan pasar tradisional lainnya dan semua sarana pendukung yang ada di dalamnya, agar kehadiran pasar tersebut menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penjual dan pembeli.

Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang dan Forum Paripurna yang kami Hormati.
​Setelah mencermati Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Dokumen RANPERDA APBD Ngada 2026, maka komposisi APBD Ngada 2026 setelah hasil rekomendasi Badan Anggaran dalam pembahasan bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga komposisi APBD Ngada 2026 dapat terbagi sebagai berikut:
​1. Pendapatan Daerah.
    Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 880.909.960.122 terdiri dari:

· ​Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 61.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari:
· Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 20.272.115.067,-
· ​Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 32.491.201.500,-
· ​Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.084.889.240,-
· ​Penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 6.151.794.193,-
· ​Pendapatan Transfer sebesar Rp 810.197.152.266 
pendapat transfer terdiri dari 
· ​Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1.733.710.000,-
· ​Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant) sebesar Rp 519.606.679.000,-
· ​Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (Specific Grant) sebesar Rp 14.467.440.000,-
· ​Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp 953.329.000,-
· ​Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp 138.238.725.000,-
· ​Dana Desa sebesar Rp 124.026.184.000,-
· ​Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 11.171.085.266,-
· ​Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 9.712.807.856,-
​yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Khusus pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ini, jika dibandingkan dengan Rancangan KUA PPAS memang mengalami kenaikan sebesar 2 miliar lebih. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan realisasi riil yang ditransfer ke setiap Puskesmas pada periode Oktober 2025 yang selanjutnya menjadi rujukan untuk tahun anggaran 2026.

​2. Belanja Daerah
    Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 889.773.710.271,-.
​Anggaran Belanja Daerah terdiri dari:
· ​Belanja Operasi
Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 682.073.173.649,-, dengan rincian sebagai berikut:
· ​Belanja Pegawai sebesar Rp 500.298.557.274,55 yang merupakan gaji dan tunjangan ASN, KDH dan Wakil KDH, DPRD, Gaji dan Tunjangan PPPK, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai. Alokasi anggaran belanja pegawai telah memperhitungkan acress gaji sebesar 2% (dua persen). Selain itu ada kewajiban pemerintah untuk menganggarkan iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, KDH dan DPRD serta PPPK pada jenis belanja pegawai tersebut.
· ​Belanja Barang dan Jasa, direncanakan sebesar Rp 178.290.389.574,45. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk sarana dan/atau mendukung pencapaian output kegiatan pada setiap perangkat daerah yang pada RAPBD Tahun 2026 dialokasikan sangat terbatas.
· ​Belanja Hibah sebesar Rp 3.359.226.800,-. Belanja hibah dialokasikan untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Masyarakat, Kelompok Keagamaan sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyrakat.
· ​Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 125.000.000,-, dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah.
· Belanja Modal 
direncanakan sebesar Rp 17.439.352.622,-.
Benlanja modal nantinya akan dicatat menambah aset pemerintah. Alokasi Belanja Modal pada Rancangan APBD Tahun 2026 digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.316.566.822,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar  Rp 2.526.368.600,00 , Belanja Modal Jalan  Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 7. 410,000,000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 3.185.917.200,00 Dalam belanja modal aset tetap lainnya terdapat belanja modal Dana BOS.
· ​Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 4.500.000.000,-Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, yang tidak diperkirakan sebelumnya.
· ​Belanja Transfer
Belanja Transfer, direncanakan sebesar Rp 185.761.184.000,-, terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa. Belanja bagi hasil ini minimal 10% dari target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar 1.000.000.000,-.Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2026 sebesar Rp 184.761.184.000,-. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri atas:
· [bookmark: _GoBack]​Belanja bantuan keuangan umum sebesar Rp 124.026.184.000,-, yang berupa Dana Desa; dan
· ​Belanja bantuan keuangan khusus ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 60.735.000.000,-.
3. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun 2026 terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
​Pembiayaan daerah digunakan dalam rangka menutup defisit anggaran yang pada Rancangan APBD Tahun 2026 sebesar Rp 8.863.750.149,-.
Penerimaan Pembiayaan; Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 8.863.750.149,-.
​Pengeluaran Pembiayaan; Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 0,00.

Dari struktur APBD Ngada 2026 di atas, tergambar bahwa adanya pemotongan Fiskal yang bersumber Dana Transfer ke Daerah sebesar 86 Miliar lebih.terhadap pemotongan anggaran ini, Fraksi Amanat-Demokrat ingin mengingatkan kepada pemerintah saat ini bahwa pemerintah harus bisa merubah situasi keterbatasan fiskal ini dengan banyak melakukan arahan anggaran yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan ruang yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di mana daerah diberikan kewenangan untuk kemandirian fiskal daerah.
​Oleh karena itu, terhadap struktur APBD 2026 ini, maka Fraksi Amanat-Demokrat ingin menyampaikan beberapa catatan, agar menjadi bahan permenungan pemerintah saat ini:
1. ​Kita menyadari bahwa pemotongan anggaran ke daerah seperti kita kabupaten Ngada adalah sebuah ancaman serius, karena kemampuan PAD kita hanya bisa membiayai belanja daerah sebesar 3%, artinya ketergantungan kabupaten Ngada sebesar 97% pada Dana Transfer;
2. ​Dalam penyampaian struktur APBD 2026, Fraksi beranggapan bahwa pemerintah kurang patuh terhadap proyeksi fiskal daerah yang sudah termuat di dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Terhadap hal ini, Fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap target PAD di dalam RPJMD sebesar Rp 68 Miliar lebih, tetapi yang diajukan dalam dokumen APBD 2026 sebesar Rp 61 Miliar lebih. Masih ada deviasi sebesar Rp 6 Miliar lebih. Padahal pembahasan dan penetapan Perda RPJMD melalui diskusi yang mendalam dan ilmiah, melibatkan akademisi dan diyakini dapat dijalankan.
3. ​Kalau ada yang berpandangan bahwa angka yang termuat di dalam dokumen RPJMD merupakan angka proyeksi yang bisa disamakan dengan angka khayalan, maka kami Fraksi Amanat-Demokrat ingin membantah argumentasi ini. Setiap proyeksi dalam perspektif dan metodologi pemerintah selalu berbasis SMART. 
4. ​Di tengah kondisi efisiensi seperti saat ini, maka Fraksi mendorong pemerintah kabupaten Ngada untuk mengarahkan pembelanjaan daerah yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
5. ​Pemerintah sudah mulai mencicil anggaran untuk menjawab tageline pembangunan pemerintah saat ini yaitu "MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA". 



​Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pimpinan dan Forum Paripurna yang kami Muliakan:
Sebelum mengakhiri penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Amanat-Demokrat, maka kami ingin menyampaikan agar bisa direspons oleh pemerintah dalam masa sidang ini:
1. ​Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkecil luas wilayah pelayanan kecamatan, saat ini sudah terbentuk Panitia Pemekaran Kecamatan Riung di wilayah Riung Tengah di Wangka, Riung Timur di Lengkosambi dan Riung Barat menjadi Riung Barat daya di Lindi. Panitia sudah mengajukan Dokumen Proposal Pemekaran kepada Bupati dan DPRD Ngada.
2. ​Dari alokasi Belanja Modal Jaringan Jalan dan Irigasi sebesar Rp 7.410.000.000,00 Miliar, maka Fraksi meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran penanganan infrastruktur jalan di wilayah utara seperti dari segmen Jalan dari Wate menuju Ria I, dari Lampatahi menuju Muting Desa Ngara, dan dari Rawangkalo-Terong Miris.
3. Peningkatan jalan dari Desa Nenowea ke Desa Legeriwu dan Peningkatan jalan dari Desa Darwali I ke Desa Wongawea-Kecamatan Jerebu.
4. Mohon perhatian pemerintah terhadap jalan masuk ke pasar dan Puskesmas Malanuza penataan dan pengaturan pasar Malanuza : tempat parkir, tempat jual hewan, drainase, kebersihan dan lampu.
5. Mohon perhatian pemerintah untuk pensertifikatan tanah SDN Koeloda yang sudah memiliki legalitas sesuai penjelasan Pengadilan Negeri Bajawa bersama pemerintah dan para pihak tertanggal 29 Agustus tahun 2022.
6. Mohon perhatian Pemerintah untuk pemberdayaan UPTD Produksi benih TPH Bun tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan produksi dan ketahanan pangan melalui lahan milik pemerintah, yang selama ini terkesan tidak menambah PAD.
7. Mohon perhatian Pemerintah melakukan kerjasama (MoU) dengan pihak ketiga yang memiliki legalitas, untuk penanganan jenis retribusi khususnya aktivitas pasar tradisional di Kabupaten Ngada.
8. Mohon perhatian Pemerintah menata Kota Bajawa sebagai kota harmoni ASRIH seiring spirit Kota Terang, Kota buah,Kota bunga,dan Kota Bebas Sampah.
9. Mohon perhatian Pemerintah untuk membangun Cold Storage (tempat penampungan ikan/buah) untuk mendukung Program Pempus MBG.
10. Mohon Pemerintah menindaklanjuti aspirasi Pemekaran Kec. Bajawa, Riung Timur di Lengkosambi.
11. Mohon perhatian Pemerintah atasi persoalan gaji guru honorer swasta di sekolah swasta, dan proses usulan ke Kemendikdasmen bagi tenaga guru kober, tutor/pamong di lembaga non formal SKB Aimere dan PKBM BRAVOSTART Mataloko, untuk dapat mengikuti seleksi PPG seperti sekolah formal.
12. Mohon perhatian Pemerintah terhadap kelayakan gaji P3K paruh waktu baik guru maupun tenaga fungsional lainnya, setidaknya sama dengan UMP 2.3 juta/bulan.
13. Mohon perhatian Pemerintah untuk mengaktifkan kembali RSPD Ngada sebagai Corong literasi, salurkan semua informasi progres Pembangunan berjalan.
14. Mohon perhatian Pemerintah terhadap Belanja program MBG dengan besaran 4 ratus juta lebih diperuntukkan bagi petani, peternak, dan nelayan.
15. Mohon perhatian Pemerintah untuk percepatan pengajuan ranperda Perumda Ngada multi infesmet, karena ranperda tersebut sudah masuk propemperda 2025.
16. Mohon perhatian Pemerintah serius mengelola penataan MBLB di desa Naru dengan timbangan untuk penerbitan volume material yang diangkut.
17. Mohon Perhatian Pemerintah untuk pengelolaan sampah, hasilkan produk ekonomis.
18. Mohon perhatian Pemerintah terhadap lampu jalan tidak hanya di kota juga di jalur jln Nasional, pasar-pasar tradisional untuk menjawab pembayaran pelanggan 10% untuk  Penerangan Jalan Umum (PJU).
19.  Mohon perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran BBM pengakutan sampah ( AMBROL) dari Pasar Malanuza menuju TPA
20. Fraksi meminta keseriusan dan kesungguhan pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas PTSP Kabupaten Ngada dalam rangka menerbitkan Nomor Registrasi Puskesmas Ngara. Fraksi ingin bertanya sudah sejauh mana konsolidasi administrasi dan dokumen yang sedang berjalan agar di tahun 2026 sudah terbit Nomor registrasi Puskesmas Ngara.
​Akhirnya Dengan Memohon Berkat dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Amanat-Demokrat Menyatakan Menerima Pengantar Nota Keuangan dan RANPERDA APBD Ngada 2026 untuk dibahas dalam masa sidang ini sesuai dengan mekanisme kedewanan. Sekian dan Terima kasih.
Bajawa, 12 November 2025
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